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Hal

: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,

dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

1.

di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:
100.3/666/2025 tanggal 31 Mei 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tambahan Penghasilan
bagi Aparatur Sipil Negara;
100.3/702/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan; dan
100.3/762/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal

97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan

selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

‘#KUMHAMPASTI

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

hitps:ifbsre_bssn.go.idfverfikasi
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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR... TAHUN...
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa keolahragaan merupakan manifestasi dari
semangat kemanusiaan yang adil dan beradab,
menjunjung tinggi sportivitas, pembentukan
karakater dan penghormatan terhadap sesama,;

bahwa pembangunan keolahragaan merupakan
upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial
dalam mewujudkan masyarakat yang sehat,
memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan
daya juang tinggi yang diselenggarakan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

bahwa bahwa untuk memberikan arah, jangkauan
dan kepastian hukum kepada semua pihak yang
terlibat dan berperan dalam membuat kebijakan
atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin
penyelenggaraan keolahragaan, maka diperlukan
adanya pengaturan yang komprehensif sebagai
landasan hukum di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang



Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA

TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan
pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan
sistematis untuk mendorong, membina, serta
mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial,
dan budaya.

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan,
peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan
nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan
perkembangan Olahraga.

Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau
kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam
kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga,
pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.

Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti
pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur,
sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan
untuk mencapai prestasi.

Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam
usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani,
sosial, dan budaya.

Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat
DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan
Keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan
Desain Besar Olahraga Nasional.

Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat
dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan
manajerial, dan/atau pendanaan yang
didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan
pengembangan Olahraga.

Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan
yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi
dalam bidang Olahraga.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil,
Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan
kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di
Indonesia.

Masyarakat adalah orang perseorangan warga
negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau
organisasi kemasyarakatan yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

Suporter adalah perseorangan atau kelompok
Masyarakat yang mendukung dan memiliki
perhatian khusus terhadap cabang Olahraga
tertentu.

Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang
dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran
dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang
sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat
setempat yang dilakukan secara terusmenerus
untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina
dan mengembangkan Olahragawan secara
terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan
berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai
prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan
teknologi Keolahragaan.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan
atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

Olahraga Profesional adalah Olahraga yang
dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam
bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas
kemahiran berolahraga.

Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga
yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
seseorang.

Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau
kelompok dalam kegiatan Olahraga.

Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang
Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau
jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang
lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian
Masyarakat dan Olahraga.

Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas
Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam
bentuk materiil dan/atau non materiil.

Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang
termasuk lingkungan yang digunakan untuk
kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan
Keolahragaan.

Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan
yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
adalah usaha sadar yang dilakukan secara
sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang
menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi
untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah
Organisasi Olahraga yang membina,
mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu)
cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan
organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis
Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang
Olahraga internasional.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan
usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hukum.

Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria
minimal aspek yang berhubungan dengan
Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara
nasional.



Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan diselenggarakan
berdasarkan prinsip:

kebangsaan;

gotong royong;

keadilan;

pembudayaan;

manfaat;

kebhinekaan;

partisipatif;

keterpaduan;

keberlanjutan;

aksesibilitas;

sportivitas;

demokratis;

akuntabilitas; dan

ketertiban dan kepastian hukum.

BETRT TSRS A0 T

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas
manusia,;

b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,
sportivitas, kompetitif, dan disiplin;

c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan
bangsa;

d. memperkukuh ketahanan nasional;

e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan
bangsa; dan

f. menjaga perdamaian dunia.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:

a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah
Daerah;

hak dan kewajiban;

ruang lingkup Olahraga;

pembinaan dan pengembangan Olahraga;
pengelolaan Keolahragaan;

penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;

Pelaku Olahraga;

prasarana dan sarana Olahraga;

pendanaan Keolahragaan;

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan dan informasi Keolahragaan;

peran serta Masyarakat;

kerja sama;

Industri Olahraga,;

Penghargaan Olahraga dan jaminan sosial; dan
pengawasan

R SR 0 o

-



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB II
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan
Keolahragaan; dan

b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah
berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Pemerintah  Daerah  melaksanakan  kebijakan

Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi

Daerah dan kondisi Daerah.

Kebijakan Keolahragaan di Daerah dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang menangani Keolahragaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang;:

a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di
Daerah dengan menetapkan Desain Olahraga
Daerah;

b. mengatur, membina, dan mengembangkan
Keolahragaan di Daerah; dan

c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi,
dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan
di Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melibatkan

komite Olahraga Nasional di Daerah, komite
paralimpiade Indonesia di Daerah, komite Olahraga

Masyarakat di Daerah, Induk Organisasi Cabang

Olahraga tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga

Masyarakat Tingkat Daerah, Induk Organisasi

Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat,

dan/ atau Pelaku Usaha.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

a.
b.
C.

d.

penetapan dan pelaksanaan Desain Olahraga Daerah;
pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
koordinasi Pembinaan dan Pengembangan
Keolahragaan,;

pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan
kegiatan Keolahragaan;

penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan
Keolahragaan; dan

pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1)

2)

(1)

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas
penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;

Dalam melaksanakan tanggung jawab
penyelenggaraan Keloahragaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Gubernur :

a. menyusun dan melaksanakan rencana dan
program  Pembinaan dan = Pengembangan
Keolahragaan sebagai bagian integral dari
rencana dan program pembangunan Daerah;

b. mengembangkan dan memantapkan sistem
koordinasi dan  pengawasan  pengelolaan

Keolahragaan,;
c. membina dan = mengembangkan = Industri
Olahraga;

d. menerapkan Standar Nasional Keolahragaan;
e. menggalang sumber daya untuk memajukan

Keolahragaan,;

f.  memfasilitasi kegiatan pembinaan dan
pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga
Keolahragaan,;

g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional
di Daerah, komite Olahraga Masyarakat di
Daerah, komite Paralimpiade Indonesia di
Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga
tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga
Masyarakat Tingkat Daerahdan Induk Organisasi
Olahraga Fungsional tingkat Daerah;

h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang
Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/
atau internasional;

i.  meningkatkatkan kualitas Keolahragaan dengan
mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;

j.- mengembangkan dan meningkatkan kuantitas

dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana

Olahraga;

menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;

melaksanakan pengembangan kerja sama;

m. mengembangkan dan menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;

n. menyediakan dan mendayagunakan sistem
informasi Keolahragaan; dan

o. melakukan evaluasi dan pengawasan atas
penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

=

Pasal 9

DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1
huruf a dan Pasal 7 huruf a merupakan dokumen
perencanaan Pembangunan jangka panjang Daerah
bidang Keolahragaan.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

DOD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang
kurangnya memuat tentang:

a. visi misi

b. prinsip

c. tujuan dan sasaran;

d. kebijakan, strategi dan penyelenggaraan DOD dan
e. peta jalan DOD

DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan
lebih lanjut ke dalam:

a. peta jalan Desain Olahraga Daerah;

b. rencana strategis perangkat daerah; dan

c. rencana kerja Pemerintah Daerah.

Peta jalan Desain Olahraga Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen
yang memberi arah dan langkah pelaksanaan Desain
Olahraga Daerah.

Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dokumen
perencanaan yang memuat rincian dari setiap tahap
pada peta jalan Desain Olahraga Daerah.

Rencana kerja Pemerintah  Daerah  provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
meliputi  kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan Keolahragaan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
Rencana strategis perangkat daerah dan rencana
kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 11

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

a.
b.
C.

d.

=

melakukan kegiatan Olahraga;

memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga
yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

memperoleh informasi, pengarahan, dukungan,
bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan
Keolahragaan;

menjadi Pelaku Olahraga;

mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur
budaya bangsa;

mengembangkan Industri Olahraga;



h. Dberpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan Keolahragaan;

i.  meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada
semua tingkatan; dan
j-  memperoleh Penghargaan Olahraga.
Pasal 12

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk
memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai
dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 13
Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta
dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana
Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 14

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan,
membimbing, membantu, mengawasi, dan
memperoleh informasi tentang perkembangan
Keolahragaan anaknya.

(2) Orang tua berkewajiban:

a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk
aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan

b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap
keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat
latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh
kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 15

(1) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk
berperan serta dalam perencanaan, pengembangan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
Keolahragaan.

(2) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk
memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan
informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau
informasi kemajuan Olahraga di Daerah.

(3) Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban
memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan Keolahragaan.



Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan,
membimbing, membantu, dan mengawasi
penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan
pelayanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya  kegiatan Keolahragaan bagi
Masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 17

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
a. Olahraga Masyarakat;

b. Olahraga Pendidikan; dan

c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kesatu
Olahraga Masyarakat

Pasal 18
Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf a dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan
pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi
Olahraga.

Pasal 19
Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
a. membudayakan aktivitas fisik;
b. menumbuhkan kegembiraan;
c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan
kesehatan serta kebugaran tubuh;
d. membangun hubungan sosial,;
e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya
Daerah dan nasional;
mempererat interaksi sosial yang kondusif dan
memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

=

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban
menggali, mengembangkan, dan memajukan

Olahraga Masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah melindungi dan menetapkan
jenis-jenis Olahraga Masyarakat.



Pasal 21

Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga
Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap
kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan
sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:

a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan
sesuai dengan jenis Olahraga;

b. menyediakan instruktur atau pemandu yang
mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga
dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan

c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

Pasal 22

Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal
21 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 23
(1) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat
dapat membentuk perkumpulan Olahraga
Masyarakat.

(2) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan
pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.

(3) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 24

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga
Masyarakat tertentu yang mengandung resiko
terhadap kelestarian lingkungan, pemeliharaan
prasarana dan sarana, serta keselamatan dan
Kesehatan dengan melanggar kewajiban
sebagiamana dimaksud dalam Pasal 20 dapat
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis atau penghentian kegiatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
sansi admnistratif sebagiamana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 25
(1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 huruf b diselenggarakan untuk
menanamkan nilai karakter dan memperoleh



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif
sepanjang hayat.

Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan
formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau
ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk
kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan
berpedoman pada taraf pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik.

Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal
dilaksanakan pada setiap jenjang Pendidikan.
Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan
nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh
tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat
dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.

Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru
Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga
Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan
pendidikan.

Pasal 27

Setiap  satuan  pendidikan menyelenggarakan
Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam
seminggu kecuali libur sekolah.

Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga
sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 28

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana
Olahraga Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 29

Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan
Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan
taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
secara berkala antarsatuan pendidikan yang
setingkat guna memupuk rasa persaudaraan,
keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah.



Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi

Pasal 30

Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan
dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 31

(1) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang
memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk
mencapai Prestasi.

(2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan
dan pengembangan secara terencana, sistematis,
terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban
menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan
kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 33

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah,

dan/atau Masyarakat dapat:

a. membentuk perkumpulan Olahraga;

b. memberikan kemudahan menjadi anggota
perkumpulan Olahraga;

c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang
efektif dan efisien berstandar internasional,

d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga
Prestasi;

e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial
Organisasi Olahraga;

f.  memberikan pendidikan dan pelatihan kepada
Tenaga Keolahragaan;

g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana
Olahraga Prestasi;

h. mengembangkan sistem pemanduan dan
pengembangan bakat Olahraga;

i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;

j- mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan
dan Tenaga Keolahragaan;

k. melakukan uji coba kemampuan = Prestasi
Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan
internasional sesuai dengan kebutuhan;

l.  mengembangkan sistem pengembangan dan promosi
kualifikasi pelatih;

m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

membentuk kelas khusus olahragawan pada satuan
pendidikan dasar, atau sekolah khusus olahragawan
berkelanjutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan
Olahraga yang berbasis teknologi digital atau
lektronik.

Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dalam lingkup:

a. Olahraga Masyarakat;

b. Olahraga Pendidikan;dan

c. Olahraga Prestasi.

Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap berorientasi pada:

a. Kebugaran;

b. Kesehatan;dan

c. interaksi sosial.

Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didorong untuk mendukung pengembangan Industri
Olahraga.

Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan memperhatikan nilai
kemanusiaan, sosial, budaya, literasi (fisik,
keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan
Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan
penyelenggaraan kompetisi, pembina atau
penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga
kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga
Prestasi.

Pembina atau penyelenggara kegiatan yang tidak
menyediakan tenaga Lkesehatan sesuai dengan
kebutuhan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis atau penghentian
kegiatan.

Pembina atau penyelenggara kegiatan yang tidak
menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan
kebutuhan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi administrative
berupa peringatan tertulis atau penghentian
kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
sansi admnistratif sebagiamana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Gubernur.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

Pasal 35

Pembinaan dan pengembangan Olahraga

dilaksanakan  sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional di Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan

pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan

dan tanggung jawabnya.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

peolahraga;

ketenagaan;

pengorganisasian,;

pendanaan;

metode;

prasarana dan sarana;dan

g. serta Penghargaan Olahraga.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan

secara sistematis melalui tahap:

a. pengenalan;

b. pemantauan pemanduan;

c. pengembangan bakat secara berkelanjutan;dan

d. peningkatan Prestasi.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga

dilaksanakan  melalui jalur keluarga, jalur

pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada

pengembangan Olahraga untuk semua orang yang

berlangsung sepanjang hayat.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk:

a. membentuk karakter;

b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;

c. meningkatkan derajat kebugaran dan
kesehatan; dan

d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan
aktif sepanjang hayat.
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Pasal 36

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan
pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan
Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan
atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas
prakarsa sendiri.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan
Masyarakat setempat.

Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan
pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk
organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 37

(1)  Perangkat Daerah dan badan usaha berkewajiban
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi
karyawannya untuk meningkatkan pemulihan,
kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi
sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai
dengan kondisi masing-masing.

(2) Perangakt Daerah dan Badan usaha yang tidak
melaksanakan pembina dan pengembangan
Olahrgaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian  sansi  admnistratif = sebagiamana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 38
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan
potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana
Olahraga Masyarakat.

Pasal 39

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
merupakan bagian integral dari pembangunan di
bidang kesehatan.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan
Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran
Masyarakat dalam  meningkatkan kesehatan,
kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pasal 40

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali,
mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan
Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan
memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik,
manfaat, dan massal.



Pasal 41

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan
sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam
Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan
menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang
berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah,
nasional, dan internasional.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 43

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan
dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan
yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem
Pendidikan nasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan
dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan
oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang
memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung
oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana
Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan
mempertimbangkan kemampuan Daerah.

Pasal 44

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada
kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program
ekstrakurikuler.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan
dilaksanakan dengan memperhatikan potensi,
kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara
menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler
maupun ekstrakurikuler.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara
teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan
memperhatikan taraf pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik.

Pasal 45
(1) Untuk meningkatkan Prestasi Olahraga di Lembaga

pendidikan, pada  setiap jalur  Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat



dibentuk wunit kegiatan Olahraga, klub Olahraga,
kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan,

sekolah  Olahraga, serta  diselenggarakannya
kompetisi Olahraga yang  berjenjang dan
berkelanjutan.

(2) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas
Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau
sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki
sertifikat kompetensi dari Induk organisasi Cabang
Olahraga.

Pasal 46

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
dapat menerapkan pendekatan pembelajaran
berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau
pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan
aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan
di alam terbuka.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
bagi semua peserta didik wajib melaksanakan
evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

(3) Peserta didik yang melaksanakan dan
mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk
Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai
dengan kebutuhan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan
diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 48

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai
Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan
internasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.

Pasal 49

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan
oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat
kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga



Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) juga dilakukan
melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga,
instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau
swasta.

Pasal 50

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan
dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga,
menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga
Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara
berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan,
pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai
proses regenerasi.

Pasal 51

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus
didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan
sekolah/perguruan tinggi/instansi, dan/atau pimpinan
klub/Organisasi Olahraga.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi diatur
dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 53

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir
dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan
Pasal 52.

Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir diatur
dalam Peraturan Gubernur.



Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 55

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional
dilaksanakan dan diarahkan untuk:

terciptanya Prestasi Olahraga;

berkembangnya karier Olahragawan;

terciptanya lapangan kerja dan usaha,;
meningkatnya sumber pendapatan; dan
berkembangnya Industri Olahraga.
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Pasal 56

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional
sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dilakukan oleh
Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi
Olahraga Profesional.

Pasal 57

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional
dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara
beretika.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional
diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas

Pasal 59

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai Upaya
mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan
rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi
Olahraga.

Pasal 60

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas dilaksanakan oleh Komite paralimpiade
Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas,
dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui
pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan Pendidikan
dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan
berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan
internasional.
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